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PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BREBES

NOMOR 19 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN
DAMPAK PENCEMARAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES

"-‘ﬂimbang : a. bahwa untuk menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup

agar bermanfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk
hidup lainnya, maka setiap usaha dan kegiatan vang
menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan perlu
melakukan upaya pemantauan dan pengendalian dampak
pencemaran dan atau perusakan lingkungan;
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Mengingat

ads

bahwa salah satu dampak dan usaha atau kegiatan yang

dapat menggangeru keschatan manusia, makhlok lain dan

lingkungan adalah akibat tingkat pencemaran dan ke-
bisingan yang dihasilkan oleh kendaraan bermator;

bahwa schuSungan dengan hal tersebut, perlu diatur
dengan Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pem-
bentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Nepara
Republik Indonesia Nomor 3209);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan-Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3480),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 (entang

" Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3699);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintzhan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3839);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3848);

. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang

Perubzhan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Dacrah dan Retrnibusi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

10.

12.

13.

14.

15.

16.

3-

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1953 teomme
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 59, Tambshan Lembaran Negen
Republik Indonesia Nomer 3527),

Peraturan Pemerintzh Nomor 42 Tahum 1993 temtang
Pemenksaan Kendarasn Bemotor & Jalzm (Lembaes
Negara Republik Indonesia Tahm 1993 Nomer 60,

Tambahen Lembaran Negara Republik Indosesia Nomor
3528);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang
Prasarana dan Lalo Lintag Jalan (Lembaran Negam
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahas
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529):

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 19957 tonmme
Kendaraan dan Pengemmud: (Lembarzn Negara Republi
Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tembahe La:::“
Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

Peraturan Pemerintzh Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indozesia
Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3692),

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tenmang
Pengendalian Pencemaran Udsara (Lembazan Negem
Republik Indenesia Tahun 1999 Nomor 8§25, Tambaham
Lembaran Negara Republik Indonesta Nomer 3833);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintzh dan Kewenamgan Propms:
Sebapgai Daerzh Otonom (Lembaran Negara Republhk
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor-3952):

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan
Bentuk Rancangan Undang-Undang,  Rancengan
Peraturan Pemerintah dam Rancargan  Keputusan
Presiden;

Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 3 Tahun 1988
tentang Penyertaan Modal Dasrah pada Pihak Kenga:
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IF Pevatwrnn Daerah Kabwpaten Dactah Tingkat 11 Brebes
Moo 11 b V98T tentang Penyidik Pepawni Negen
il b Lingkumgan Pemerintah Daerali Tingknt 1]
“tlhr'z_

IR Permtuinn Dacrale Kabupaten Daceah Tingkat 11 Hrebes
Hownon 1 Eabun 19RE tentang Penyertinn Modal Daeraly
Koabitigten Daceah Tinghkat 11 Beebes pola Pihok Ketign,

1 Beputusan Dewan Peewakilan fakyat Daerah Knbupaten
Miehes Nomor 19K DPRIDVXY 2000 tentang,  Per-
setijunn Penetapan Peraturan Daceoh Kobupnten Brebes
fentang Reteilms) Pemantonan dan Pengendalion Dampak
Fivccmmmnn Koendiiman Detmoton

200 Eepitusan Dowan Perwakilon Rakynt Dactah Kabupoten
Meehes Nomor IMEpt DIPROZXT 2000 tentung, Pember-
oottt Denpin Hotmat Dopati Biebes Masn Jabatan
Fahny 19992000 din Penunjukon Polaksana Tugns
Harian Nupati Thiebes

Diengan Persetugunm
PIEWAH PERWARKILAN RAKYAT DAERAN EABUPATEN BREDBES:
MEMUTUSKAN

Menetnphan + PERATURAN DAERAN KABUPATEN BREBES TEN.
FANCE RETRIBOS]E PEMANTAUAN  DAN PENGEE-
HOALTAN DAMIAE PENCEMARAN  KENDARAAN
T ERIEr o

AN

WETENTUAN UMM

Pasal |
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- paeroh adalah Daerah Kabupaten Brebes;
pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes;
pupati adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Brebes;

Angkutan Barang/Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor selain
o gepeda Motor, Mobil dan Kendaraan Khusus;

I' fendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh Peralatan
Teknik yang, berada pada Kendaraan itu;

. Tingkat kebisingan adalah ukuran batas energi suara yang dikeluarkan
- Jangsung, dari Mesin dan/atau Transmisi Kendaraan Bermotor,

' sumber Bergernk Bermesin Besar adalah Kendaraan Bermotor dengan
j mhlrnc silinder lebih besar dan 2000 cc;

|'I.’Iulnl Anpkutan adalah Mobil yang menyangkut Barang dan atau
| Penumpang,,

Parang, adalah segnla sesuatu yang berwujud atau berjasad yang diangkut

' oleh Mobil Barang,

|

~ Penumpang adalah Orang yang diangkut dengan Mobil Penumpang:

" Retribusi Perizinan tertentu odalah retribusi atas kegiatan tertentu
Pemerintnh Daernh dalam rangka pembenan izin kepada orang Pribad:

~atau Bodon yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan pengendalian
dnn pengawansan atas kegintan pemanfaatan ruang, sarana atau fasilitas

fertentu guna melindungi Kepentingan umum dan menjaga pelestanan

- Lingkungan,
- Kas Daerah odalah Kos Pemenntah Kabupaten Brebes;

- Wi Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan
- Perundnng-undangan diwnjibkan untuk melakukan pembavaran Retnbus

.‘ Daerah;

- Surnt Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disehut SKRD adalah
¢ Sun Keputusnn  yang menentukan  besarmya jumlah Remibust vang
| Iertang,

' Penyidik Tindak Pidana adalah serangkaian y.ng dilakukan oleh Penvidik
| Pepawni Neperi Sipil i Lingkungan bkantor Perhubuncan  vang
. linjutnyn disebut Penyidik untuk miencan serta pengumpulan bukn
| lﬂl'lp dengin bukti ity membuat terang tindak pidana di bidang Retnbusi

]ﬂtl ah ter jlll.ll sertn menentukan lersanghanya

.]
1
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pengendalian dampak pencemaran udara dan  kebisingan mobil
angkutan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan
aspek keadilan;

Biava dimaksud ayat (1) meliputi biaya pemakaian fasilitas pemantauan
dan pengendalian dampak pencemaran udara dan kebisingan mobil
angkutan.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10
Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis
kendaraan yang dilakukan pemeriksaan;
Struktur dan besarnya tarif dimaksud nyat (l] Pasal ini sebagai berikut :
2 Kurang dan 3 ton sebesar .. casssarmeitanesimetinds ‘RPS 5 500,
b.. asampaldenganhmscbesar w... Rp. 1.000,-
c. 5 ton ke atas sebesar .. .. Rp. 2.000,-

Untuk kepentingan lain mobll atau angkulan barang yang memasuki
tempat pemantauan dikenakan tarif yang akan diatur dengan Keputusan

Bupaz.

BAB VIII

WILAYAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal |11

Retribusi terutang dipungut di wilayah tempat obyek retribusi.

(1)

(2)

Pasal 12
Retribusi terutang dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini dipungut
oleh wajib pungut di tempat obyck retribusi berada;

Pejubat pemungut retribusi pemantauan dan pengendalian dampak
pencemaran Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

9.
BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

| Pemungutan retribusi tidak bisa diborongkan;

i Retribusi dipungut denpan menggunakan SKRD atau dokumen lain
‘ yang disamakan.

Pasal 14

p 1 pemungutan sebesar 5 % dan biaya operasional ditstapkan sesuai
1zan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
| BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembavaran rembusi
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

S -

BAB XI

e

KEBERATAN

Pasal 16

Wajib retribusi dapat mengajukan Keberatan hanya kepada Bupan atau
Pf:j:lbal yang ditimiuk atas SKRD atau dokumen lain  vang
dipersamakan;

K_tbemtan diajukan secara tertulis di dalam Bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas;

Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan
tribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan keadak-benaran
ke1ttz:|:n,7¢n retribusi tersebut;
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Keberatan harus diajukan dalam jangka woktu paling lama 1 (satu) han
sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan,
kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menujukkan bahwa jangka
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap scbagai surat keberatan, sehingga
tidak diperimbangkan,

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagihan retnbusi.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

Wajib retribusi yang ftidak melaksanakan kewajiban  sehingga
merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6
(enam) bulan atau sanksi denda paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh
ribu rupish);

Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelangparan.

BAB XI1II
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan

Daerah diben wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan

penyidikan Tindak Pidana di bidang Perpajakan atau Retribusi Dacrah

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

*==‘ang Hukum Acara Pidana;

V'ewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a.  Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan Tindak Pidana di bidang Retribusi Dacrah agar
keterangan atau |sporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b.  Meneliti, mencan dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
schubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

..
FE

Meminta keterangan dan barang bukti dan orang pnbadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Fetribug
Daerah,

4 Meminta bartuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bid mg Retribusi Daerah,

¢ Menyuruh berhenti dan atau inelarang sescorang meningpalkan
ruangan =2tau tempat pada sam pemeni'isaan sedan~ herlanscuns
dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;

f  Menghentikan penyidikan;

g Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang
dapat dipentanggungjawabkan,

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentahukan &-

mulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannva kepada

Penuntut Umum sesuai denpan ketentuan yang diatur dalam Undane-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Tempat pemantauan mobil angkutan dilengkapi dengan peralatan
pemantauan dan fasilitas lain yang dibutuhkan para awak kendaraan
- angkutan;

Setiap orang yang berada di tempat pemantauan mobil harus Kut
memelihara  kebersihan,  keindahan, keamanan, kesusilaan  dan
ketertiban lingkungan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUR
i Pasal 20

*al yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
| "ﬂﬂnannyn akan diatr lebih lanjut dengan Keputusan Bupan

Pasal 21

“an Daeral ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
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Agar setiap orang  dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan  penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di : Brebes
Pada tanggal : 11 Desember 2001

Plth. BUPATI BREBES
Cap
ttd.

Drs. TRI HARJONO
Pembina Utama Madya
NIP. 500033645
Sekretaris Daerah

DIMUAT DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES |
TAHUN 2002 SERI C NOMOR 1

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
PADA TANGGAL 2 JANUARI 2002
SEKRETARIS DAERAH

Cap
ttd.

Drs. TR1 HARJONO
Pembina Utama Madya
NIP. 500033645
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